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PENDAHULUAN 

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan 
masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan karena mencerminkan tingkat pemahaman, kepatuhan, 
serta penghormatan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku (Soekanto, 2019). Kesadaran 
hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, 
tetapi juga diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam 
kehidupan sehari-hari (Ali, 2015). Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik akan 
lebih mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara damai, menghindari pelanggaran hukum, 
serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan (Rahardjo, 2014). Oleh karena itu, 
peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya, 
mandiri, dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023). 

Pembangunan hukum nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai 
pembentuk regulasi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui proses pendidikan dan 
penyuluhan hukum yang berkelanjutan (Marzuki, 2021). Salah satu strategi yang efektif dalam 
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum adalah melalui kegiatan sosialisasi hukum yang 
memberikan informasi mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang 
dilakukan (Hadjon, 2017). Sosialisasi hukum berfungsi sebagai media edukasi yang mampu 
membentuk pola pikir masyarakat agar lebih memahami pentingnya hukum sebagai pedoman dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asshiddiqie, 2019). Dengan demikian, kegiatan 
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ABSTARK 
Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan 
sosial yang tertib, aman, dan harmonis. Namun, pemahaman masyarakat mengenai hak dan 
kewajiban hukum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih perlu ditingkatkan. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat Desa Keang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, mengenai bentuk-
bentuk kesadaran hukum serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Metode 
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, 
diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui 
pretest dan posttest untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah 
sosialisasi, serta observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan 
menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai hak dan 
kewajiban warga negara, kepatuhan terhadap peraturan, penyelesaian konflik secara musyawarah, 
serta pencegahan pelanggaran hukum. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum secara 
partisipatif dapat menjadi sarana edukasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara 
perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. 
 
Kata kunci: Kesadaran hukum; Sosialisasi hukum; Masyarakat desa; Literasi hukum; Pengabdian 
masyarakat; Desa Keang. 
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sosialisasi menjadi instrumen penting dalam mendukung terciptanya budaya hukum yang positif di 
tengah masyarakat. 

Desa Keang, Kabupaten Mamuju, merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik 
masyarakat pedesaan dengan aktivitas sosial yang cukup tinggi sehingga membutuhkan pemahaman 
hukum yang memadai dalam mengatur hubungan antarwarga maupun hubungan dengan pemerintah 
desa (BPS Kabupaten Mamuju, 2024). Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi 
informasi, masyarakat desa dihadapkan pada berbagai persoalan hukum seperti administrasi 
kependudukan, pertanahan, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan media 
sosial, serta penyelesaian sengketa yang memerlukan pemahaman hukum dasar (Kementerian Desa 
PDTT, 2023). Keterbatasan akses terhadap informasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat masih 
belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga berpotensi menimbulkan 
berbagai bentuk pelanggaran hukum maupun konflik sosial (Mertokusumo, 2019). Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat desa masih menjadi kebutuhan yang harus 
diprioritaskan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (YLBHI, 2022). 

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada 
masyarakat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 
bentuk sosialisasi hukum merupakan implementasi nyata dari transfer ilmu pengetahuan yang bertujuan 
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami berbagai ketentuan hukum yang berlaku 
(Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2024). Melalui keterlibatan 
akademisi, masyarakat memperoleh kesempatan untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan hukum 
yang dihadapi sekaligus memperoleh solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Ali, 2015). Pendekatan edukatif melalui sosialisasi juga diharapkan mampu membangun 
budaya hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena adanya sanksi 
hukum (Soekanto, 2019). 

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bentuk kesadaran hukum di Desa Keang Kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju dirancang sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 
pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari serta mendorong terciptanya perilaku yang taat 
terhadap peraturan yang berlaku. Materi sosialisasi mencakup pengenalan konsep kesadaran hukum, 
hak dan kewajiban warga negara, penyelesaian sengketa secara damai, pentingnya kepatuhan terhadap 
peraturan desa, serta pencegahan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan 
masyarakat. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga dilaksanakan melalui diskusi interaktif 
sehingga masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi dan memperoleh 
penjelasan secara langsung dari narasumber. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan terjadi 
peningkatan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat Desa Keang sehingga mampu 
mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan berlandaskan supremasi 
hukum. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2026 di Desa Keang 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode sosialisasi hukum yang dipadukan dengan pendekatan 
partisipatif (participatory approach) untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum 
masyarakat Desa Keang, Kabupaten Mamuju. Pendekatan partisipatif dipilih karena menempatkan 
masyarakat sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses identifikasi permasalahan, 
penyampaian pendapat, diskusi, serta evaluasi hasil kegiatan sehingga proses pembelajaran menjadi 
lebih efektif dan berkelanjutan (Ridwan et al., 2025). Rancangan evaluasi kegiatan menggunakan One 



   RESO : Journal of Community Service Research, Education, and Science Oriented 
Vol 1 No 2 September 2026 

 

7 
 

Group Pretest–Posttest Design, yaitu pengukuran tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah 
pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui perubahan pemahaman sebagai dampak dari kegiatan 
pengabdian (Leiwakabessy et al., 2026). Pendekatan ini banyak digunakan pada kegiatan edukasi 
masyarakat karena mampu menggambarkan peningkatan pengetahuan peserta secara sederhana dan 
sistematis (Alpiana et al., 2025). 
 
Populasi Penelitian 

Populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh masyarakat Desa Keang, Kabupaten Mamuju, yang 
memiliki keterkaitan dengan aktivitas sosial dan pemerintahan desa serta berpotensi menghadapi 
berbagai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Sugiyono, 2020). Subjek kegiatan dipilih 
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu peserta yang dianggap mewakili unsur masyarakat dan 
memiliki peran strategis dalam penyebarluasan informasi hukum di lingkungan desa, seperti aparat 
desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, anggota Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD), serta perwakilan kepala keluarga (Sugiyono, 2020). Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 
sebanyak 30 orang, yang dinilai telah mewakili kelompok sasaran kegiatan sosialisasi hukum di Desa 
Keang (Ridwan et al., 2025). 

Pelaksanaan PkM 
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut (Alpiana et al., 2025). Tahap persiapan meliputi koordinasi 
dengan pemerintah Desa Keang, identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi awal dan 
wawancara singkat, penyusunan materi sosialisasi, serta penyusunan instrumen pretest dan posttest 
(Sugiyono, 2020). Tahap pelaksanaan diawali dengan pemberian pretest kepada seluruh peserta untuk 
mengukur tingkat pengetahuan awal mengenai konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban warga 
negara, kepatuhan terhadap peraturan desa, penyelesaian sengketa, serta bentuk-bentuk pelanggaran 
hukum yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat (Leiwakabessy et al., 2026). Setelah 
pelaksanaan pretest, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui metode ceramah 
interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, serta penyampaian studi kasus yang berkaitan dengan 
permasalahan hukum di tingkat desa sehingga peserta dapat memahami penerapan hukum secara 
kontekstual (Alpiana et al., 2025). Pada akhir kegiatan peserta diberikan posttest menggunakan 
instrumen yang sama dengan pretest untuk mengetahui peningkatan tingkat pemahaman setelah 
mengikuti kegiatan sosialisasi (Leiwakabessy et al., 2026). 

Data Penelitian 
Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif 

(Sugiyono, 2020). Data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan posttest peserta yang berisi 
pertanyaan mengenai materi kesadaran hukum, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui observasi 
selama kegiatan berlangsung, dokumentasi, serta hasil diskusi dan sesi tanya jawab bersama peserta 
(Sugiyono, 2020). Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi, antusiasme, serta 
respons masyarakat selama kegiatan berlangsung sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan sosialisasi 
(Ridwan et al., 2025). Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan catatan hasil diskusi 
digunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat (Alpiana 
et al., 2025). 

Analisis Data 
Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata (mean), 

persentase peningkatan nilai pretest dan posttest, serta tingkat capaian pengetahuan peserta sebelum dan 
sesudah kegiatan sosialisasi (Sugiyono, 2020). Persentase peningkatan pengetahuan dihitung 
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menggunakan rumus: P = ((Skor Posttest − Skor Pretest) / Skor Pretest) × 100%. untuk mengetahui 
besarnya perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi (Leiwakabessy 
et al., 2026). Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan sehingga mampu menggambarkan perubahan pemahaman, sikap, serta partisipasi 
masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari (Miles et al., 2014). 
Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif kemudian diintegrasikan untuk memperoleh gambaran 
menyeluruh mengenai efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat Desa Keang Kabupaten Mamuju (Ridwan et al., 2025). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Keang, Kabupaten Mamuju, 
dengan sasaran utama masyarakat desa yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan kepala keluarga. Kegiatan diawali dengan koordinasi 
bersama pemerintah desa untuk menentukan waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta identifikasi 
kebutuhan masyarakat terhadap materi penyuluhan hukum (Sugiyono, 2020). Hasil koordinasi 
menunjukkan bahwa masyarakat masih memerlukan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya 
kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai 
warga negara, penyelesaian sengketa secara damai, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku 
(Soekanto, 2019). Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai hasil pengabdian yang menunjukkan bahwa 
rendahnya literasi hukum masyarakat desa masih menjadi salah satu faktor penyebab munculnya 
berbagai persoalan sosial di tingkat lokal (Ridwan et al., 2025). 

 
Gambar 1. Pemberian materi sosialisasi 

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi 
kelompok, sesi tanya jawab, serta pembahasan beberapa studi kasus yang sering dijumpai di lingkungan 
masyarakat Desa Keang. Materi yang diberikan meliputi pengertian kesadaran hukum, fungsi hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban warga negara, mekanisme penyelesaian sengketa, 
serta pentingnya membangun budaya hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat (Marzuki, 2021). 
Penyampaian materi dengan pendekatan dialogis mampu meningkatkan keterlibatan peserta karena 
masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman dan permasalahan hukum yang pernah 
dihadapi secara langsung (Syauta & Murary, 2023). Pendekatan partisipatif tersebut terbukti lebih 
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efektif dibandingkan metode ceramah satu arah karena mampu membangun komunikasi dua arah antara 
narasumber dan peserta sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih aktif (Alpiana et al., 2025). 
 

 
Gambar 2. Diskusi bersama warga Desa Keang 

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan pretest dan posttest, terlihat adanya peningkatan 
tingkat pengetahuan masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, 
sebagian peserta hanya memahami hukum sebagai kumpulan aturan yang berisi sanksi terhadap 
pelanggaran, sedangkan setelah mengikuti sosialisasi peserta mulai memahami bahwa hukum juga 
berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak, pengatur kehidupan sosial, dan sarana mewujudkan 
ketertiban masyarakat (Rahardjo, 2014). Peningkatan pemahaman tersebut tercermin dari 
meningkatnya kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan mengenai hak dan kewajiban warga 
negara, penyelesaian konflik secara musyawarah, serta prosedur memperoleh bantuan hukum apabila 
menghadapi permasalahan hukum (Hadjon, 2017). Hasil ini memperlihatkan bahwa sosialisasi hukum 
mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui proses edukasi yang sistematis dan mudah 
dipahami (Pradana et al., 2026). 

Selama sesi diskusi berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan 
mengajukan berbagai pertanyaan mengenai persoalan hukum yang sering terjadi di lingkungan desa. 
Permasalahan yang paling banyak didiskusikan meliputi sengketa batas tanah, administrasi 
kependudukan, penyalahgunaan media sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta mekanisme 
penyelesaian konflik melalui jalur musyawarah sebelum menempuh proses hukum formal 
(Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023). Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa 
kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum masih cukup besar sehingga kegiatan sosialisasi 
seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan (Soekanto, 2019). Hasil serupa juga dilaporkan dalam 
berbagai kegiatan pengabdian yang menunjukkan bahwa diskusi interaktif mampu meningkatkan 
keberanian masyarakat dalam mengemukakan persoalan hukum yang selama ini belum memperoleh 
solusi yang tepat (Hasri et al., 2025). 

Keberhasilan kegiatan tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan pengetahuan peserta, tetapi 
juga perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan hukum dalam kehidupan 
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sehari-hari. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta menyatakan lebih memahami pentingnya 
menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum serta menghindari 
tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum (Ali, 2015). Selain itu, masyarakat juga 
menunjukkan komitmen untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada anggota keluarga 
maupun masyarakat lainnya sehingga manfaat kegiatan dapat dirasakan secara lebih luas (Asshiddiqie, 
2019). Perubahan sikap tersebut merupakan indikator awal terbentuknya budaya hukum yang tumbuh 
dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi hukum (Soekanto, 
2019). 

Keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain 
dukungan penuh pemerintah Desa Keang, partisipasi aktif masyarakat, materi yang disusun sesuai 
kebutuhan masyarakat, serta penggunaan metode komunikasi yang mudah dipahami oleh seluruh 
peserta. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi salah satu faktor 
utama yang mendukung keberhasilan program pengabdian karena mampu menciptakan suasana 
pembelajaran yang partisipatif dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat 
(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012). Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian pengabdian 
yang menegaskan bahwa keberhasilan program edukasi hukum sangat dipengaruhi oleh keterlibatan 
aktif masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan di tingkat desa (Ridwan et al., 2025; Pradana et 
al., 2026). 

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi bentuk kesadaran hukum di Desa Keang Kabupaten 
Mamuju memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran 
hukum masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipatif 
mampu menjadi media edukasi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa 
sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat melalui implementasi Tri 
Dharma Perguruan Tinggi (Syauta & Murary, 2023). Keberlanjutan kegiatan serupa melalui 
pendampingan hukum, penyuluhan berkala, dan pembentukan kader sadar hukum di tingkat desa 
diharapkan dapat memperkuat budaya hukum masyarakat sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih 
tertib, harmonis, dan berkeadilan (Muzayanah et al., 2021). 
 
KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi bentuk kesadaran hukum di Desa 
Keang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan 
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyampaian 
materi, diskusi interaktif, dan pembahasan berbagai permasalahan hukum yang sering dihadapi 
masyarakat, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban sebagai 
warga negara, pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku, serta penyelesaian konflik secara damai 
sesuai dengan ketentuan hukum. Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan 
menunjukkan bahwa sosialisasi hukum merupakan salah satu bentuk edukasi yang efektif dalam 
membangun budaya sadar hukum di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu 
dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan 
berbagai pemangku kepentingan agar terbentuk masyarakat yang lebih taat hukum, mampu 
menyelesaikan permasalahan secara bijaksana, serta mendukung terwujudnya kehidupan sosial yang 
tertib, aman, harmonis, dan berkeadilan. 
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